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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pengungkapan laporan keberlanjutan (sustainability report) 

perusahaan sektor pariwisata dengan mengacu pada Global Reporting Initiative (GRI) Standard, serta mengidentifikasi 

dimensi aspek pengungkapan yang paling banyak dan paling sedikit diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan terkait. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deksriptif komparatif berdasarkan data sekunder yang 

diperoleh dari laporan keberlanjutan dan laporan tahunan perusahaan pada periode penelitian 2023 dan 2024. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan diperoleh hasil dua perusahaan yang terdaftar di BEI, yaitu PT 

Panorama Sentrawisata Tbk. (PANR) dan PT Dyandra Media International Tbk. (DYAN), dengan teknik analisis yaitu analisis 

konten dan penilaian binary score. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat pengungkapan 

sustainability report kedua perusahaan masih tergolong rendah dengan kategori “Limited Disclose” dengan persentase tahun 

2023 untuk PANR sebesar 28% dan DYAN sebesar 31%, sementara tahun 2024 meningkat untuk PANR menjadi 32% dan 

DYAN menjadi 39%. Pada pengungkapan standar universal tahun 2023, kedua perusahaan telah mengungkapkan secara 

terbatas dan memperoleh predikat “Partially Applied” dan meningkat pada tahun 2024 dengan memperoleh predikat “Well 

Applied” yang berarti telah melakukan pengungkapan hampir secara keseluruhan. Namun, pengungkapan pada standar 

spesifik dua periode 2023 dan 2024 masih terdapat variasi hasil pengungkapan pada dimensi ekonomi (GRI 200), dimensi 

lingkungan (GRI 300), dan dimensi sosial (GRI 400) pada perusahaan-perusahaan terkait, dengan dimensi lingkungan 

menjadi yang paling dominan diungkapkan oleh DYAN dan dimensi ekonomi menjadi dimensi dengan tingkat pengungkapan 

terendah pada kedua perusahaan. 

Kata Kunci: Laporan Keberlanjutan, Tingkat Pengungkapan, Standar GRI, Perusahaan Sektor Pariwisata 

1. Latar Belakang 

Isu keberlanjutan semakin menjadi perhatian di tengah ada ancaman perubahan iklim, pesatnya pertumbuhan, 

populasi global, dan meningkatnya angka kemiskinan [1]. Perusahaan dituntut untuk tidak hanya mengejar laba, 

tetapi juga bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasionalnya 

[2], sejalan dengan konsep triple bottom line yang menekankan keseimbangan aspek ekonomi (profit), sosial 

(people), dan lingkungan (planet) [3]. Adanya tuntutan tersebut melahirkan praktik pelaporan non-keuangan yang 

dikenal sebagai sustainability report (SR), yaitu laporan publik yang berisi gambaran posisi dan kegiatan 

perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial bagi pemangku kepentingan internal maupun eksternal. 

Dalam menyusun SR, perusahaan umumnya mengacu pada pedoman Global Reporting Initiative (GRI) sebagai 

indeks pengukuran yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan praktik bisnis [4]. GRI Standard 

telah diakui secara global yang digunakan untuk pedoman pelaporan keberlanjutan. Pelaporan keberlanjutan 

berlaku untuk semua entitas dan organisasi yang memiliki dampak dari aktivitas operasionalnya. Di Indonesia, 

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan bahwa sekitar 94% perusahaan tercatat telah melakukan 

pengungkapan SR pada tahun 2023 [5]. Hal tersebut sejalan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mewajibkan lembaga jasa 

keuangan, perusahaan publik, dan emiten yang terdaftar di BEI untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan [6]. 
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Salah satu sektor yang berkembang pesat namun turut menimbulkan dampak keberlanjutan yang signifikan adalah 

sektor pariwisata. United Nations World Tourism Organization (UNWTO) mencatatkan kedatangan wisatawan 

global pada tahun 2024 mencapai 1,4 miliar dengan pendapatan pariwisata global sebesar US$1,6 triliun [7]. Di 

sisi lain, Compound Annual Growth Rate (CAGR) juga mencatatkan bahwa sektor pariwisata Indonesia turut 

mengalami peningkatan dengan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 36% dan wisatawan domestik sebesar 

18% per tahun pada periode 2020-2024 [8]. Adanya peningkatan frekuensi aktivitas pariwisata tersebut 

menimbulkan dampak nyata, salah satunya pada aspek lingkungan. Secara global, sektor pariwisata berkontribusi 

sekitar 5% emisi karbon dan telah menimbulkan dampak triple planetary crisis, yaitu hilangnya keanekaragaman 

hayati, ancaman perubahan iklim, dan adanya peningkatan polusi [9]. Kondisi ini menegaskan urgensi penerapan 

prinsip keberlanjutan serta pelaporan yang transparan pada sektor pariwisata. 

Sebesar 90% perusahaan global tercatat telah menggunakan standar GRI untuk pelaporan SR, namun sektor 

pariwisata masih menjadi sektor dengan tingkat adopsi paling rendah dibandingkan sektor lainnya [10]. Penelitian 

terdahulu mengenai kepatuhan pengungkapan SR berbasis GRI lebih banyak berfokus pada sektor manufaktur, 

energi, dan pertanian. Studi yang dilakukan oleh Keandre & Sukoharsono [1] pada perusahaan manufaktur 

menemukan bahwa beberapa indikator lingkungan belum diungkapkan secara detail, sementara kajian yang 

dilakukan oleh Prasetyo et al. [11] menunjukkan pengungkapan indikator ekonomi, lingkungan, dan sosial belum 

sepenuhnya dipenuhi. Selain itu, Hanafi et al. [2] mengungkapkan capaian kepatuhan penuh perusahaan sampel 

energi pada standar universal GRI meskipun standar spesifiknya masih bervariasi. Di samping masih bervariasinya 

hasil pengungkapan SR, Eriyanti & Fitri [12] juga menegaskan bahwa pengungkapan SR turut memengaruhi 

legitimasi dan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Tanpa adanya pengawasan dan regulasi yang 

baik dan tepat dari para pemangku kepentingan terkait strategi keberlanjutan, dampak lingkungan dan sosial dari 

aktivitas bisnisnya dapat menciptakan ketimpangan dan degradasi sumber daya [13] 

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, kajian yang secara spesifik menganalisis pengungkapan SR 

berbasis standar GRI pada sektor pariwisata masih sangat terbatas, sehingga masih terdapat gap penelitian yang 

perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan 

pengungkapan sustainability report perusahaan sektor pariwisata yang terdaftar di BEI berdasarkan Global 

Reporting Initiative (GRI) Standard pada periode 2023–2024, serta mengidentifikasi dimensi aspek pengungkapan 

yang paling banyak dan paling sedikit diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan terkait. 

 

1.1 Tinjauan Pustaka 

 

1.1.1 Legitimacy Theory 

Legitimasi digambarkan sebagai sebuah sistem pengelolaan yang beorientasi pada seberapa besar perusahaan 

berpihak kepada masyarakat [14]. Dengan kata lain, perusahaan berupaya agar aktivitas bisnis mereka dianggap 

sah oleh pihak luar dan perlu mengungkapkan komitmennya terhadap masyarakat yang dicapai melalui publikasi 

laporan keberlanjutan. Baik atau buruknya informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut dapat 

mempengaruhi tingkat legitimasi masyarakat terhadap perusahaan [1]. Ogunode [15] mengklasifikasikan dua 

perspektif teori legitimasi, yaitu institutional level perspectives (perspektif tingkat kelembagaan) dan  

organizational level perspectives (perspektif tingkat organisasi). Dengan teori ini, perusahaan bersedia untuk 

menjalankan aktivitas bisnis mereka tanpa melanggar kedamaian yang ada, merusak kondisi lingkungan, dan 

norma sosial di masyarakat tempat mereka menjalankan operasional bisnisnya, serta menjadi motivasi perusahaan 

untuk mengungkapkan dan menyajikan informasi non-keuangan mereka melalui laporan keberlanjutan. 

 

1.1.2 Stakeholders Theory 

Menurut Iznillah et al. [16], stakeholders theory menekankan bahwa dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, 

perusahaan tidak sebatas tertuju pada pencapaian finansial, tetapi juga pada aspek keberlanjutan lain yang 

kemudian disediakan dalam laporan keberlanjutan untuk ditujukan kepada para pemangku kepentingan. Freeman 

mengelompokkan pemangku kepentingan (stakeholders) menjadi dua kategori, yaitu Primary Stakeholders dan 

Secondary Stakeholders. Primary Stakeholders adalah kelompok yang berkaitan langsung dengan perusahaan, 

seperti suppliers, investor, pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Sedangkan Secondary Stakeholders merupakan 

kelompok yang tidak memiliki keterlibatan langsung dengan perusahaan, seperti pemerintah, media, kompetitor, 

dan organisasi terkait lainnya. Melalui teori ini, perusahaan ditekankan untuk memberikan pertanggungjawaban 

dengan menyediakan informasi yang andal kepada para stakeholders dalam bentuk laporan keberlanjutan dan 

aktivitas keuangan perusahaan. 
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1.1.3 Triple Bottom Line Theory 

Konsep triple bottom line yang digagas oleh Elkington ini berkaitan erat dengan Corporate Social Responsibility 

(CSR) dan laporan keberlanjutan [17]. Terdapat tiga aspek utama (3P) pada triple bottom line, yaitu:  

1) People: Perusahaan dituntut untuk memiliki kepeduliaan terhadap kesejahteraan manusia. Dalam menjalankan 

bisnisnya, selain fokus pada keuntungan, perusahaan juga harus menjadikan masyarakat sebagai fokus utama 

dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. 2) Profit: Perusahaan harus mencapai keuntungan yang optimal untuk 

mendukung perkembangan dan kelancaran operasional serta memastikan kewajiban terpenuhi dengan baik.  

3) Planet: Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, partisipasi perusahaan dalam membantu memelihara 

kelestarian lingkungan sangat penting. Hal tersebut karena perusahaan telah memperoleh manfaat dari penggunaan 

lahan yang ada. Jadi, konsep ini menekankan bahwa dalam mengoptimalkan keuntungan (profit), perusahaan harus 

menjaga keseimbangan pada aspek bumi atau lingkungan (planet) dan kepedulian terhadap masyarakat (people). 

Salah satu caranya adalah dengan melakukan pelaporan keberlanjutan [18] 

1.1.4 Sustainability Report 

Sustainability reporting (SR) merupakan sebuah praktik yang dilakukan oleh organisasi untuk pelaporan dampak 

ekonomi, lingkungan, dan sosialnya secara terbuka, sehingga akan menunjukkan kontribusi positif atau negatif 

perusahaan terhadap Sustainability Development Goals (SDGs) [18]. Apriliyani et al. [4].berpendapat bahwa 

laporan keberlanjutan merupakan laporan yang diterbitkan perusahaan sebagai media komunikasi kepada para 

pemangku kepentingan yang berisikan informasi mengenai kinerja lingkungan, tata kelola, dan tujuan dari sisi 

profitabilitas perusahaan yang didalamnya juga terdapat laporan terkait aspek sosial, keuangan, dan lingkungan. 

Dalam menyusun laporan keberlanjutan, terdapat beberapa kerangka acuan (frameworks) yang dapat digunakan, 

seperti yang diungkapkan Senanayake et al. [19] dan Rusu et al. [20], disimpulkan beberapa kerangka 

sustainability reporting yang dijadikan acuan dalam pengungkapan keberlanjutan, antara lain: Global Reporting 

Initiative (GRI); Carbon Disclosure Project (CDP); Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol); Climate 

Disclosure Standards Board (CDSB); Sustainability Accounting Standards Board (SASB); International 

Integrated Reporting Council (IIRC); Taskforce of Climate-related Financial Disclosure (TCFD); Taskforce of 

Nature-related Financial Disclosure (TNFD); International Sustainability Standards Board (ISSB). Seluruh 

kerangka pelaporan tersebut memiliki perbedaan pada fokus pengungkapannya, namun sama-sama digunakan 

untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan keberlanjutan. 

1.1.5 Global Reporting Initiative (GRI) Standard 

Menurut GRI [10] Global Reporting Initiative (GRI) adalah suatu standar pedoman yang digunakan perusahaan 

untuk menyusun laporan berbagai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial, termasuk efek terhadap hak asasi 

manusia secara public. Panduan pertamanya diterbitkan pada tahun 2000 yang disebut sebagai GRI G1 yang 

merupakan framework global pertama yang menyediakan acuan untuk pelaporan keberlanjutan. Perubahan 

terakhir terjadi pada tahun 2021, dimana terjadi pembaruan besar pada tiga standar universalnya yang dikenal 

dengan sebutan Standar GRI 2021. Selanjutnya, pada tahun berikutnya standar GRI terus mengalami 

perkembangan berupa penambahan standar sektor. 

Sebelum adanya Standar GRI 2021, standar GRI 2016 telah lebih dulu menjadi standar global yang digunakan 

oleh para perusahaan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan. Pembaharuan standar dilakukan secara 

signifikan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) terhadap standar universal. Revisi tersebut 

menghasilkan standar yang disebut sebagai Standar GRI 2021 yang lebih fleksibel namun lebih komprehensif dan 

dapat memudahkan semua organisasi untuk menerapkan standar universal pada laporan mereka [10]. Sistem GRI 

Standard 2021 disusun menjadi tiga seri, yaitu Standar Universal, Standar Sektor, dan Standar Topik.  

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Nurrisa [21] metode ini digunakan dengan tujuan untuk 

memahami makna dari suatu fenomena dan proses penelitiannya tidak dapat diukur menggunakan prosedur 

statistik atau metode pengukuran lain. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif dengan 

pendekatan analisisdrr konten dan scoring untuk membantu menilai pengunkapan indikator keberlanjutannya. 

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan keberlanjutan dalam dua periode 

2023-2024 dari perusahaan sektor pariwisata yang menjadi hasil dari metode purposive sampling yang dilakukan. 

Langkah yang dilakukann dalam proses analisis data terdiri dari tiga step, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, 

dan memilah data terkait pengungkapan laporan keberlanjutan. Kedua, menyajikan Standar GRI ke dalam kertas 

kerja, melakukan penilaian dengan binary score pada setiap indikator pengungkapan. Binary score menurut 
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Azevedo et al. [22], merupakan sebuah teknik penilaian dengan memberikan skor untuk menyatakan indikator 

tersebut telah diungkapkan atau tidak. Langkah terakhir, yaitu menyusun kesimpulan dari hasil analisis yang 

diperoleh 

2.1. Kategori Penilaian Tingkat Pengungkapan Laporan Keberlanjutan 

Dalam melakukan penilaian seberapa tinggi tingkat pengungkapan pada setiap Standar GRI, penulis akan 

melakukan perhitungan persentase tingkat kepatuhan menggunakan rumus Corporate Sustainability Index (CSI), 

sebagai berikut: 

 

Selanjutnya, untuk menentukan predikat yang sesuai dari hasil persentase pengungkapan berdasarkan nilai masing-

masing standar, terdapat empat kategori predikat, yaitu: 

1. 0% : Not Applied >> Sama sekali tidak dilakukan pengungkapan 

2. 1-40% : Limited Disclose >> Telah dilakukan pengungkapan secara terbatas  

3. 41-75% : Partially Applied >> Telah dilakukan pengungkapan secara sebagian  

4. 76-99% : Well Applied >> Telah dilakukan pengungkapan hampir secara keseluruhan  

5. 100% : Fully Applied >> Telah dilakukan pengungkapan secara keseluruhan/lengkap. 

3.  Hasil dan Diskusi 

Berdasarkan kriteria purposive sampling yang digunakan, diperoleh dua perusahaan sampel dari 28 populasi 

perusahaan sektor pariwisata yang terdaftar di BEI, yaitu PT Panorama Sentrawisata Tbk. (PANR) dan PT 

Dyandra Media International Tbk (DYAN). Analisis dilakukan terhadap laporan keberlanjutan dan laporan 

tahunan kedua perusahaan pada periode 2023 dan 2024, sehingga diperoleh empat data pengungkapan. 

Pengungkapan dinilai menggunakan teknik binary score dan analisis konten terhadap Standar Universal GRI 2021 

(GRI 2: Pengungkapan Umum sebanyak 30 item dan GRI 3: Topik Material sebanyak 3 item) serta Standar 

Spesifik sebanyak 84 item yang dibagi ke dalam dimensi ekonomi (GRI 200, 17 item), lingkungan (GRI 300, 31 

item), dan sosial (GRI 400, 36 item), yang penerapannya disesuaikan dengan daftar topik material masing-masing 

perusahaan. 

3.1 Tingkat Pengungkapan Keseluruhan 

Rekapitulasi hasil analisis pengungkapan pada kedua periode tersaji sebagai berikut: 

Table 1 Hasil Analisis Tingkat Pengungkapan Standar GRI 2021 PANR dan DYAN  

Indikator Pengungkapan 
Total Item 

GRI 2021 

PANR DYAN 

2023 2024 2023 2024 

Standar Universal 

GRI 2: Pengungkapan 

Umum 
30 20 23 18 25 

GRI 3: Topik Material 3 3 3 2 3 

Standar Spesifik 

GRI 200: Standar Spesifik 

Ekonomi 
17 2 2 2 3 

GRI 300: Standar Spesifik 

Lingkungan 
31 3 5 8 9 

GRI 400: Standar Spesifik 

Sosial 
36 5 5 6 6 

Total Pengungkapan 117 33 38 36 46 

Tingkat Pengungkapan (%) 28% 32% 31% 39% 

Sumber: Data diolah, 2026 

Secara keseluruhan, PANR mencatatkan tingkat pengungkapan dari 28% pada tahun 2023 menjadi 32% pada 

tahun 2024, sedangkan DYAN meningkat dari 31% menjadi 39% pada periode yang sama. Meskipun terdapat 

peningkatan pada kedua perusahaan, keduanya masih berada pada kategori “Limited Disclose” untuk capaian 

keseluruhan, yang mengindikasikan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan kedua perusahaan belum 

sepenuhnya memenuhi seluruh persyaratan Standar GRI 2021. Peningkatan yang terjadi lebih banyak didorong 

oleh perbaikan pada Standar Universal, sementara pengungkapan Standar Spesifik masih relatif terbatas pada 

kedua periode. 

GRI Indeks = x 100Jumlah indikator yang diungkapkan

Total indikator GRI yang relevan
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3.2 Kepatuhan Pengungkapan Standar Universal (GRI 2 dan GRI 3) 

Table 2 Hasil Analisis Standar Pengungkapan Umum (GRI 2) 

Indikator Pengungkapan 
Total Item 

GRI 2021 

PANR DYAN 

2023 2024 2023 2024 

Organisasi dan Praktik 
Pelaporan 

5 3 3 5 5 

Aktivitas dan Pekerja 3 2 3 2 2 

Tata Kelola 13 9 10 6 10 

Strategi, Kebijakan, dan 
Praktik 

7 5 6 4 7 

Keterlibatan Pemangku 

Kepentingan 
2 1 1 1 1 

Total Pengungkapan 30 20 23 18 25 

Tingkat Pengungkapan (%) 67% 77% 60% 83% 

Sumber: Data diolah, 2026 

Pada pengungkapan umum (GRI 2), tingkat kepatuhan PANR dan DYAN pada tahun 2023 berada pada kategori 

“Partially Applied” dengan capaian masing-masing 67% dan 60%. Kedua perusahaan belum optimal 

mengungkapkan indikator terkait tata kelola, khususnya komunikasi masalah penting (GRI 2-16) dan pengetahuan 

kolektif badan tata kelola tertinggi (GRI 2-17), yang sama sekali tidak diungkapkan pada periode tersebut. Pada 

tahun 2024, kepatuhan meningkat signifikan menjadi kategori “Well Applied” dengan capaian 77% untuk PANR 

dan 83% untuk DYAN, didorong oleh penambahan pengungkapan pada bagian strategi dan kebijakan oleh DYAN 

serta bagian tata kelola oleh PANR. Namun, indikator GRI 2-30 mengenai perjanjian perundingan kolektif secara 

konsisten tidak diungkapkan oleh kedua perusahaan pada kedua periode. Ditemukan pula inkonsistensi acuan 

standar, yaitu penggunaan campuran indeks GRI 2016 dan GRI 2021 pada laporan PANR, yang berpotensi 

mempersulit keterbandingan (comparability) antarperusahaan. 

 
Table 3 Hasil Analisis Standar Topik Material (GRI 3) 

Indikator Pengungkapan 
Indeks 

GRI 

PANR DYAN 

2023 2024 2023 2024 

Proses untuk menentukan 

topik material 
3-1 1 1 1 1 

Daftar topik material 3-2 1 1 1 1 

Manajemen topik material 3-3 1 1 0 1 

Total Pengungkapan 3 3 2 3 

Tingkat Pengungkapan (%) 100% 100% 67% 100% 

Sumber: Data diolah, 2026 

Pada topik material (GRI 3), PANR mencapai kategori “Fully Applied” (100%) pada kedua periode, sedangkan 

DYAN berada pada kategori “Partially Applied” (67%) pada tahun 2023 sebelum meningkat menjadi “Fully 

Applied” (100%) pada tahun 2024. Meskipun demikian, ditemukan catatan pada kualitas pengungkapan GRI 3-3 

mengenai manajemen topik material: rujukan indeks pada laporan PANR tidak secara eksplisit dikaitkan dengan 

masing-masing dari tujuh topik material yang telah ditetapkan, sementara DYAN hanya mengaitkan satu dari lima 

topik materialnya (Ketenagakerjaan) dengan indikator ini pada tahun 2024, sehingga pengungkapan manajemen 

topik material belum sepenuhnya memenuhi persyaratan pelaporan GRI. 

 

3.3 Kepatuhan Pengungkapan Standar Spesifik  

3.3.1 Kepatuhan Pengungkapan Standar Topik GRI 200: Ekonomi 

Table 4 Hasil Analisis Pengungkapan Standar Spesifik Ekonomi 

Indeks 

GRI 
Indikator Pengungkapan 

Total Item 

GRI 2021 

PANR DYAN 

2023 2024 2023 2024 

GRI 200: Topik Spesifik Ekonomi 

201 Kinerja Ekonomi 4 1 1 1 1 

203 
Dampak Ekonomi Tidak 

Langsung 
2 0 0 1 1 

205 Antikorupsi 3 1 1 0 1 

Total Pengungkapan (17 Indikator)  2 2 2 3 

Tingkat Pengungkapan (%) 12% 12% 12% 18% 

Sumber: Data diolah, 2026 
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Dimensi ekonomi (GRI 200) merupakan dimensi dengan tingkat pengungkapan stagnan pada kedua perusahaan 

di tahun 2023, yaitu sebesar 12%. Kemudian pada tahun 2024, PANR masih stagnan dicapaian persentase 12% 

dan 18% untuk DYAN. Rendahnya pengungkapan ini disebabkan oleh sebagian besar informasi ekonomi dan 

keuangan yang telah dilaporkan secara terpisah pada laporan keuangan (financial statement), sementara indikator 

implikasi risiko iklim (201-2), kewajiban program pensiun (201-3), dan kontribusi pajak (207) sama sekali tidak 

diungkapkan oleh kedua perusahaan pada dua periode penelitian. Dengan capaian tersebuh, kedua perusahaan di 

dua periode dikategorikan ke dalam “Limited Disclose” 

3.3.2 Kepatuhan Pengungkapan Standar Topik GRI 300: Lingkungan 

Table 5 Hasil Analisis Pengungkapan Standar Spesifik Lingkungan 

Indeks 

GRI 
Indikator Pengungkapan 

Total Item 

GRI 2021 

PANR DYAN 

2023 2024 2023 2024 

GRI 300: Topik Spesifik Lingkungan 

302 Energi 5 2 1 3 2 

303 Air dan Efluen 5 1 1 1 1 

304 Keanekaragaman Hayati 4 0 0 1 1 

305 Emisi 7 0 3 1 3 

306 Limbah 5 0 0 2 2 

Total Pengungkapan (31 Indikator)  3 5 8 9 

Tingkat Pengungkapan (%) 10% 16% 26% 29% 

Sumber: Data diolah, 2026 

Tingkat kepatuhan dimensi lingkungan (GRI 300) termasuk ke dalam kategori “Limited Disclose”. Pada aspek ini 

menunjukkan pola yang kontras antarperusahaan: PANR meningkat dari 10% menjadi 16%, terutama melalui 

pengungkapan topik Emisi (305) yang baru dimulai pada 2024, sedangkan DYAN secara konsisten unggul dengan 

capaian 26% meningkat menjadi 29%, mencakup hampir seluruh topik lingkungan (Energi, Air dan Efluen, 

Keanekaragaman Hayati, Emisi, dan Limbah) yang selaras dengan daftar topik material perusahaan. Di samping 

adanya penambahan indikator baru pada kedua perusahaan, ditemukan juga indikator yang sebelumnya 

diungkapkan menjadi tidak lagi diungkapkan. Salah satunya terdapat pada indikator 302-3 yang tidak lagi 

diungkapkan oleh DYAN tahun 2024. Selain itu, topik Material (301) juga tidak diungkapkan oleh dua perusahaan 

pada dua periode, karena mereka menilai topik tersebut kurang relevan dengan siklus bisnis mereka yang bergerak 

di bidang jasa pariwisata yang tidak memiliki aktivitas produksi barang. Perbedaan ini mengonfirmasi bahwa 

cakupan pengungkapan pada standar spesifik sangat dipengaruhi oleh hasil identifikasi topik material masing-

masing perusahaan, bukan semata-mata oleh ukuran atau jenis usaha. 

3.3.3 Kepatuhan Pengungkapan Standar Topik GRI 400: Sosial 

Table 6 Hasil Analisis Pengungkapan Standar Spesifik Sosial 

Indeks 

GRI 
Indikator Pengungkapan 

Total Item 

GRI 2021 

PANR DYAN 

2023 2024 2023 2024 

GRI 400: Topik Spesifik Sosial 

401 Ketenagakerjaan 3 2 1 2 2 

403 
Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja 
10 1 2 2 2 

404 Pelatihan dan Pendidikan 3 0 0 1 1 

405 
Keanekaragaman dan 

Peluang Setara 
2 0 1 1 1 

413 Masyarakat Setempat 2 1 1 0 0 

416 
Kesehatan dan 

Keselamatan Pelanggan 
2 1 0 0 0 

Total Pengungkapan (36 Indikator) 5 5 6 6 

Tingkat Pengungkapan (%) 14% 14% 17% 17% 

Sumber: Data diolah, 2026 

Pada dimensi sosial (GRI 400), kedua perusahaan menunjukkan capaian yang stagnan pada dua periode, yaitu 14% 

untuk PANR dan 17% untuk DYAN, dengan termasuk ke dalam kategori kepatuhan “Limited Disclose”. Temuan 

yang perlu menjadi perhatian adalah rendahnya pengungkapan pada topik Kesehatan dan Keselamatan Kerja (403), 

yang memiliki cakupan indikator terbanyak (10 item) sekaligus merupakan salah satu topik material bagi kedua 

perusahaan, namun baru diungkapkan satu hingga dua indikator saja. Kondisi ini berisiko memengaruhi penilaian 

pemangku kepentingan, khususnya karyawan dan regulator ketenagakerjaan, terhadap legitimasi operasional 

kedua perusahaan, karena idealnya topik tersebut menjadi salah satu isu paling sensitif secara sosial karena 
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berkaitan langsung dengan keselamatan manusia yang kaitannya dengan tenaga kerja. Pengungkapan pada dimensi 

sosial ini harus terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan serta dengan topik material 

dari masing-masing perusahaan. 

Berikut hasil analisis perbandingan kedua perusahaan pada standar spesifik dalam bentuk grafik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari grafik tersebut, dapat diidentifiksi adanya kenaikan pengungkapan signifikan antar periode. Pertama, pada 

dimensi ekonomi, dimana pengungkapan DYAN mengalami kenaikan yang awalnya 12% pada tahun 2023 

menjadi 18% di tahun 2024. Kedua, pada dimensi lingkungan PANR meningkat dari 10% di 2023 menjadi 16% 

di tahun 2024. Secara keseluruhan, grafik pengungkapan standar topik pada sektor pariwisata juga menunjukkan 

hasil yang masih beragam. Namun, sesuai dengan yang diungkapkan oleh  Ye et al. [23] bahwa pada sektor 

pariwisata, area utama yang paling sering diungkapkan adalah pada topik lingkungan serta beberapa indikator pada 

topik sosial.  

4.  Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan sustainability report pada dua perusahaan 

sektor pariwisata yang menjadi sampel, yaitu PT Panorama Sentrawisata Tbk. (PANR) dan PT Dyandra Media 

International Tbk (DYAN), pada periode 2023 dan 2024 secara keseluruhan masih tergolong rendah dan berada 

pada kategori “Limited Disclose”. PANR dan DYAN sama-sama mencatatkan adanya peningkatan pengungkapan 

pada tahun 2024, dengan peningkatan pada kedua perusahaan lebih banyak didorong oleh perbaikan pengungkapan 

pada Standar Universal dibandingkan Standar Spesifik. Pada Standar Universal, pengungkapan umum (GRI 2) 

kedua perusahaan meningkat dari kategori “Partially Applied” pada tahun menjadi “Well Applied” pada tahun 

2024, meskipun indikator GRI 2-30 mengenai perjanjian perundingan kolektif secara konsisten tidak diungkapkan 

oleh kedua perusahaan pada kedua periode. Pada topik material (GRI 3), PANR telah mencapai kategori “Fully 

Applied” pada kedua periode, sementara DYAN meningkat dari kategori “Partially Applied” (67%) pada tahun 

2023 menjadi “Fully Applied” (100%) pada tahun 2024, meskipun kualitas pengungkapan manajemen topik 

material (GRI 3-3) pada kedua perusahaan belum sepenuhnya menjelaskan keterkaitannya dengan masing-masing 

topik material yang ditetapkan. Pada Standar Spesifik, pola pengungkapan PANR bervariasi antarperiode, dengan 

dimensi sosial sebagai capaian tertinggi pada tahun 2023 (14%) yang kemudian tergantikan oleh dimensi 

lingkungan pada tahun 2024 (16%), sedangkan dimensi ekonomi secara konsisten menjadi capaian terendah pada 

kedua periode. Sebaliknya, DYAN secara konsisten unggul pada dimensi lingkungan (26% pada tahun 2023 dan 

29% pada tahun 2024) dan lebih rendah pada dimensi ekonomi maupun sosial. Indikator implikasi risiko iklim 

(201-2), kewajiban program pensiun (201-3), kontribusi pajak (207), serta topik material (301) menjadi indikator 

yang paling sedikit atau sama sekali tidak diungkapkan oleh kedua perusahaan pada kedua periode penelitian, 

sehingga topik ekonomi (GRI 200) masih memerlukan perbaikan pengungkapan yang paling mendesak di antara 

ketiga dimensi Standar Spesifik. Secara umum, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa identifikasi topik 

material saja belum cukup untuk memenuhi persyaratan pelaporan Standar GRI 2021, karena pengungkapan 

manajemen dampak pada setiap topik material tersebut juga memerlukan kedalaman dan konsistensi acuan standar 

TINGKAT PENGUNGKAPAN STANDAR SPESIFIK 

Gambar 1 Grafik Tingkat Pengungkapan Standar Spesifik 
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yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh kedua w serta melengkapi data sekunder dengan data primer agar diperoleh 

gambaran kepatuhan pengungkapan yang lebih akurat dan representatif. 
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